
 

 

  

 

BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

  

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR 57 TAHUN  2024 

 

TENTANG 

 

TUNJANGAN TRANSPORTASI  

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang  :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4                    
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan 

Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sidoarjo; 

  

Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 1950 tentang  Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia         
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
5.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  

6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang               
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

7.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9.   Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), 
sebaagimnaa telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 2036), 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80                

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018              
Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020           

Nomor 1781); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4      

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 4 Seri D 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4      

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 6 Seri D 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);  

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6      

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 

Nomor 3 Seri D Tambahan Lembaran Daerah              

Nomor 117); 

     

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Sidoarjo. 

2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sidoarjo. 

4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disebut Anggota DPRD, adalah pejabat 
daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD 

Kabupaten Sidoarjo sesuai peraturan perundang-
undangan. 

 

Pasal 2 

Tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk uang kepada 
46 (empat puluh enam) orang Anggota DPRD masing-masing  

sebesar   Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah ) dipotong 
pajak. 
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Pasal 3 

Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam             
Pasal 2 dibayarkan setiap bulan dan dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Sidoarjo. 

 

Pasal 4 

(1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, memperhatikan asas kepatutan, 
kewajaran, dan rasionalitas. 

(2) Penilaian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), diberikan berdasarkan jenis standar 
kendaraan jabatan eselon II b yang dihitung oleh lembaga 
appraisal yang telah terakreditasi. 

 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Sidoarjo Nomor 114 Tahun 2022 tentang Tunjangan 
Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Tahun 2022 Nomor 114), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati  ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

 

                                                                 Ditetapkan di Sidoarjo 

                                                                 pada tanggal 29 November 2024 

 

                                                                     WAKIL BUPATI SIDOARJO, 
 

                       ttd 

 
                                                                                  SUBANDI  

 

Diundangkan di Sidoarjo 
pada tanggal 29 November 2024 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO, 

 

             ttd   

 

FENNY APRIDAWATI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 58 
 

NOREG PERBUP : 58 TAHUN 2024oarjo 


